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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemhaman tentang tarif pajak 
dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM di 
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang tercatat tahun 2016 yaitu sebesar 4.101. 
Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Simple random sampling. Data yang 
digunakan berupa data primer yang diambil berdasarkan kuisioner yang disebarkan 
sebanyak 100 kepada responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linier berganda dan uji hipotesis.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Kemudian peran konsultan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
Kata kunci : Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Peran Konsultan Pajak, Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Abstract 
 This study aims to examine the effect of understanding tax rates and the role of 
tax consultants on the compliance of tax payerUMKM in Palembang Seberang Ulu 
Primary Tax Office. The study population was all UMKM recorded in 2016, which 
amounted to 4,101. The sample in this study used thetechniqueSimple random sampling. 
The data used in the form of primary data taken based on questions distributed by 100 to 
respondents.The data analysis techniques using multiple linear regression analysis and 
hypothesis test.. The results of this study indicate that an understanding of tax rates has a 
significant effect on UMKM  taxpayer compliance. Then the role of tax consultants does 
not have a significant effect on UMKM  taxpayer compliance. 
 




















1.1 Latar Belakang 
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2014). Pajak 
merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar yang 
digunakan untuk belanja dan pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti 
jalan, jembatan, kantor polisi, halte, dan lain-lain. Saat ini sekitar 70% APBN 
Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. 
Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan 
penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat meningkatkan jika Wajib Pajak sadar 
dan patuh membayar pajak. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak 
untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain pada tahun 1983 Pemerintah 
melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah Official Assessment dengan 
Self Assessment System. Self Assessment System yang berlaku di Indonesia 
memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan, 
membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus 
hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap 
Wajib Pajak. Pada hakikatnya Wajib Pajak lebih mengetahui seberapa besar 
penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat 
Wajib Pajak perhitungkan sendiri. Dalam menghitung besaran pajak yang harus 
dibayar Wajib Pajak harus mengetahui pemahaman tentang perpajakan salah 
satunya harus tahu tentang tarif pajak. 
Dari hasil salah satu wawancara awal dengan Bapak Andreas Budiman 
profesi konsultan pajak, fenomena yang terjadi dalam perpajakan yaitu tentang 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dikhususkan bagi kepatuhan wajib pajak 
UMKM yang ada di Kota Palembang. Dimana rendahnya tingkat pemahaman 
wajib pajak mengenai tarif pajak yang membuat wajib pajak malas untuk 
menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Serta ada juga yang Wajib 
pajaknya tidak mau ambil pusing masalah perpajakan jadi Wajib pajak meminta 
peran konsultan untuk menyelesaikan semua kewajiban yang dimiliki wajib 
pajak. 
Tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumsel dan Babel tercatat masih rendah 
yakni sebesar 76,16% dalam pengisian SPT tahunan. Pelaksana Harian Kanwil 
DJP Sumsel Babel Ibrahim mengatakan kepatuhan pembayaran wajib pajak harus 
ditingkatkan untuk menciptakan keadilan sosial. Angka kepatuhan wp badan dan 
kepatuhan wp orang pribadi nonkaryawan sebesar 59,03% dari jumlah 
keseluruhan wajib pajak wajib SPT sebanyak 510.000. "Hal ini menunjukkan 
kurangnya kepatuhan wp badan maupun wp non karyawan," katanya baru-baru 
ini. Hingga saat ini pencapaian penerimaan pajak Kanwil DJP Sumsel dan Kep. 
Babel baru mencapai 33,8% dari target realisasi pajak tahun 2018 sebesar Rp16 
triliun. Ibrahim berharap door to door yang menargetkan lebih dari 1.200 wajib 
pajak UMKM di wilayah kerja Kanwil DJP Sumsel Babel ini dapat 
meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan hak dan kewajiban perpajakan. 
"Sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
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pembayaran maupun pelaporan perpajakannya," katanya. Ibrahim 
mengemukakan selain mengedukasi wajib pajak secara langsung untuk 
meningkatkan kesadaran wajib pajak, DJP juga mensosialisasikan Peraturan 
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM).( http://www.klinikpajak.co.id) 
 
Berdasarkan penelitian Fauzi Achmad, Mustofa Kertahadi, dan Mirza 
Maulinarhadi R, 2016 yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, 
Tarif Pajak  Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada 
Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah  Yang Berada Di Wilayah Kerja 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu  Setelah Diberlakukannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), dengan hasil penelitian Tarif pajak secara 
parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda 
dengan penelitian sebelumnya menurut Tri Wahyuningsih,2016 berjudul 
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak 
Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Bidang 
Mebel  Di Surakarta menghasilkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Sedangkan menurut Eko Sumberjaya,2016 dengan judul Pengaruh 
Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang  
(Studi Kasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat) menjelaskan bahwa peran 
konsultan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan 
menurut Djuliana Katuuk, Hendrik Manossoh, Stanley Kho Walandouw, 2017 
tentang Pengaruh Integritas Dan Kreativitas Konsultan Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan Integritas Konsultan Pajak berpengaruh 
signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat menjadi motivasi penulis untuk 
melakukan penelitian dikarenakan dari hasil penelitian terdahulu masih 
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak 
1% dari peredaran bruto, UMKM ini dikhususkan hanya terletak di Surakarta, 
serta penjelasan mengenai peran konsultan yang dijelaskan hanya seadanya. Jadi 
penulis ingin penelitian ini dikhususkan bagi UMKM yang ada di Kota 
Palembang, dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
dengan tarif pajak 0,5%, serta lebih memperjelas peran konsultan pajak. Maka 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak dan 
Peran Konsultan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah untuk 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh pemahaman tentang tarif pajak dan peran 
konsultan pajak secara persial terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah diKPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu? 
2. Bagaimana pengaruh pemahaman tentang tarif pajak dan peran 
konsultan pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 







1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang 
pemahaman tentang tarif pajak dan peran konsultan pajak khususnya bagi 
UMKM di Palembang. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu menjadi responden penelitian. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang tarif pajak dan 
peran konsultan pajak secara persial terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  di  KPP  Pratama  Palembang  
Seberang Ulu. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang tarif pajak dan 
peran konsultan pajak secara simultan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di KPP Pratama Palembang 
Seberang Ulu. 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Teori Kepatuhan 
Kepatuhan diartikan sebagai suatu yang didasarkan pada harapan akan suatu 
imbalan dan usaha untuk menghindari dari hukuman. Menurut Kelman dalam 
(Anggraeni, 2011). 
 
2.2 Wajib Pajak 
Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan 
tata cara perpajakan, pada pasal 1 ayat 2, yaitu : 
“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 
 
2.3 Tarif Pajak 
Menurut Waluyo (2014, h. 17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung 
besarnya pajak terhutang. Sedangkan menurut Sudirman dan Amirudin(2012, h. 
9) 
Tarif pajak di sesuaikan dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak 
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, Tarif pajak 
UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh 
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan tarif 0,5% dari 
penerimaan penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.00. 
 
2.4 Konsultan Pajak 
Menurut Keputusan Menteri Keuangan NOMOR 111/PMK.03/2014 tentang 
konsultan pajak dan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 




“Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan 
kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. 
 
 
2.5 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) 
UMKM merupakan unit usaha yang dikelola oleh sekelompok masyarakat 
maupun keluarga yang mayoritasnya pelaku bisnis. UMKM ini mempunyai peran 
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga 
ekspor (Lusty, 2012). 
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku 
tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun 
ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. (Gunadi 2013, 
h. 94) 
2.7 Kerangka Pemikiran 
Dari masalah diatas, dengan penjelasan dari tinjauan pustaka, maka penulis 
menggambarkan kerangka berfikir untuk mempermudah pemahaman akan 














Sumber : Penulis 2018 
 









Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 














H1= Pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap 
kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di KPP Pratama 
Palembang Seberang Ulu 
H2= Peran konsultan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di KPP Pratama Palembang Seberang 
Ulu 
H3= Pemahaman Tentang Tarif Pajak dan peran konsultan pajak berpengaruh 
secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan 
Menengah di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 
 
 
3. Metode Penelitian 
 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah metode 
kuantitatif dengan pendekatan metode asosiatif kausal. Metode ini bertujuan 
untuk mengetahui apa yang dituju antara dua variabel dengan satu hasil dari 
tujuan tersebut 
 
3.2 Objek Penelitia dan Subjek Penelitian 
Objek penelitian yang diteliti disini adalah pemahaman tarif pajak, peran 
konsultan pajak.dan kepatuhan wajib pajak. 
Subjek penelitan adalah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang berada 
di Jl. Jenderal Ahmad Yani, 14 Ulu, Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera 
Selatan, 30116. 
 
3.3 Jenis Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Dimana 
data yang diperoleh dari hasil menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak 
UMKM Seberang Ulu Palembang. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, melakukan pengumpulan data melalui pembagian 
kuesioner kepada wajib pajak UMKM Sebrang Ulu Palembang 
 
3.5 Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di di 
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang tercatat tahun 2016 sebanyak 4.101 
Wajib pajak 
Dari jumlah populasi yang didapat maka dalam penelitian ini akan 
mengambil sampel dengan teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah 
teknik Simple random sampling hal ini dilakukan karena semua anggota populasi 
wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sebrang Ulu Palembang secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, dengan menggunakan rumus 






? + ?.???(?,?)? 
? = ?.???
??,?? 
n= 97,61 = 100 
4. Hasil dan Pembahasan 
 
 
4.1 Uji Validitas Data 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Validitas 
 
Variabel Item Uji Validitas Keptusan 






X11 0,614 0,205 VALID 
X12 0,708 0,205 VALID 
X13 0,659 0,205 VALID 
X14 0,699 0,205 VALID 
X15 0,715 0,205 VALID 
Peran Konsultan 
Pajak 
X21 0,759 0,205 VALID 
X22 0,752 0,205 VALID 
X23 0,732 0,205 VALID 
X24 0,743 0,205 VALID 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Y11 0,703 0,205 VALID 
Y12 0,723 0,205 VALID 
Y13 0,795 0,205 VALID 
Y14 0,724 0,205 VALID 
Y15 0,589 0,205 VALID 
Y16 0,611 0,205 VALID 
 
Sumber: Data yang diolah SPSS 23, 2018 
Dalam uji validitas diatas, untuk mengetahui bahwa valid atau tidak valid 
ditentukan dengan cara melihat hasil dari RHitung. Jika RHitung > RTabel maka data 
itu dinyatakan valid, dan jika R Hitung<  RTabel maka data tersebut dinyatakan 
tidak valid. RHitung didapat dengan menggunakan program SPSS (Imam 
Ghozali, 2016 : 53). Hasil uji validitas pada ketiga variabel tersebut 














4.2 Uji Realibilitas 
 
Tabel 4.3 
 Hasil Uji Realibilitas 
Variabel Cronbach’s 
Alpha  
R Tabel Keterangan 
Pemahaman Tarif Pajak 
(X1) 
0,707 0,7 Realibility 
Peran Konsultan Pajak 
(X2) 
0,734 0,7 Realibility 
Kepatuhan Wajib Pajak 
(Y) 
0,782 0,7 Realibility 
 
Sumber: Data yang diolah SPSS 23, 2018 
. Suatu kuesioner dinyatakan reliable jika responden menjawab pernyataan 
secara konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran reability dilakukan dengan 
cara, jika cronbach’s alpha> 0,70 (hasilnya tetap) maka kuisioner tersebut 
dinyatakan realibility. (Imam Ghozali, 2016: 47-48) 
Berdasarkan tabel 4.2.2 tersebut maka, peneliti menunjukan hasil variabel 
X1, X2 dan Y menyatakan hasil yang realibel dan dapat digunakan secara layak 
untuk penelitian. 
 











Dengan menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov Test dinyatakan distribusi 
data normal karena nilai asymp sig. (2 tailed) > 0,05 
 





Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,25815405 
Most Extreme Differences Absolute ,075 
Positive ,055 
Negative -,075 
Test Statistic ,075 








4.4 Uji Multikolinearitas 
Tabel 4.5 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 7,413 2,007  3,694 ,000   
TOTAL_X
1 ,636 ,105 ,526 6,066 ,000 ,993 1,007 
TOTAL_X
2 -,063 ,119 -,046 -,527 ,600 ,993 1,007 
 
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5 diatas, jika nilai 
tolerance ? 0,10 dan VIF? ? 10,00 maka multikolinearitas tidak terjadi (Imam 
Ghozali 2016:104 ). Pada tabel diatas nilai Tolerance semuanya diatas 0,10 dan 
nilai VIF semuanya di diatas 10,00, maka pada penelitian ini tidak tejadi 
multikolinearitas. 
 
4.5 Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4.6 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3,932 1,259  3,124 ,002   
TOTAL_X
1 -,015 ,066 -,022 -,223 ,824 ,993 1,007 
TOTAL_X
2 -,101 ,075 -,136 -1,350 ,180 ,993 1,007 
 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain, (Imam Ghozali, 2016:134). Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas 
pada tabel 4.6 diatas menggunakan perhitunggan uji Glejser dengan nilai Sig. 
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4.6 Uji Liniearitas 
Tabel 4.7 
 Hasil Uji Liniearitas 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
TOTAL_Y * 
TOTAL_X1 ,522 ,273 ,943 ,890 
TOTAL_Y * 
TOTAL_X2 -,002 ,000 ,767 ,588 
 
Uji Liniearitas bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 
digunakan sudah benar atau tidak. (Imam Ghozali, 2016:159). Berdasarkan hasil 
uji liniearitas pada tabel 4.7 diatas menggunakan perhitunggan Test for linearity 
atau perbandingan eta dan r kuadrat dengan menyatakan bahwa Linearity bisa 
dilihat dari tabel measure of association Jika nilai eta > r square maka model 
yang tepat adalah linear Atau dari anova tabel Model Linear jika sig linearity < 
0,05 (R Gunawan Sudarmanto, 2013:196). 
 
4.7 Analisis Regresi Berganda 
Tabel 4.8 








T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1(Constant) 7,413 2,007  3,694 ,000 
TOTAL_X1 ,636 ,105 ,526 6,066 ,000 




Dari tabel diatas merupakan hasil koefisien persamaan regresi dapat 
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 7,413 + 0,636 X1 – 0,063 X2 
Berdasarkan dari hasil persamaan regresi maka persamaan regresi liear 
berganda mempunyai makna sebagai berikut: 
a. Konstanta +7,413 
Nilai konstanta tersebut sebesar 7,413 dan bertanda positif yang 
mendandakan bahwa jika kedua variabel independen (pemahaman 
tentang tarif pajak dan peran konsultan pajak) nilainya adalah nol, maka 
tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tetap sebesar 7,413 
b. Koefisien regresi variabel pemahaman tentang tarif pajak +0,636Nilai 
koefisien regresi pemahaman tentang tarif pajak sebesar 0,636 dan 
bertanda positif, yang menunjukan bahwa pemahaman tentang tarif pajak 
mempunyai hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal 
ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pemahaman tentang tarif 
pajak setiap 1 maka kepatuhan akan mengalami peningkatan sebesar 
0,636, apabila variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.  
c. Koefisien regresi variabel peran konsultan pajak -0,063 
Nilai koefisien regresi peran konsultan pajak sebesar 0,063 dan bertanda 
negatif, yang menunjukan bahwa peran konsultan tidak searah dengan 
kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 
penurunan peran konsultan pajak setiap 1 maka kepatuhan akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,063, apabila variabel bebas yang lain 
dari model regresi adalah tetap. 
4.8 Hasil Uji F 
Jika F hitung > F tabel maka HO ditolak dan menerima HA serta jika nilai 
signifikan < 0,05, maka variabel independent secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016, h. 96). 







Square F Sig. 
1 Regression 398,678 2 199,339 18,399 ,000b 
Residual 1050,941 97 10,834   
Total 1449,619 100    
Berdasarkan tabel hasil uji F diatas, maka dapat diperoleh bahwa nilai F 
hitung> F tabel yaitu 18,399 > 3,15 dan nilai signifikan 0,000  < 0,05. Dengan 
nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang tarif pajak, dan 
peran konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 









4.9 Uji T 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 7,413 2,007  3,694 ,000 
TOTAL_X
1 ,636 ,105 ,526 6,066 ,000 
TOTAL_X
2 -,063 ,119 -,046 -,527 ,600 
 
Jika tingkat signifikansi > 0,05 nilai T hitung < T tabel maka HA diterima 
dan HO ditolak berati tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan 
variabel terikat (Imam Ghozali, 2016:97). Maka pada tabel diatas dapat 
disimpulkan bahwa: 
a. Pemahaman Tentang Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang 
tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro 
kecil dan menengah. Hal ini ditunjukan dengan tingkat nilai signifikan 
0,000 <0,05, dan nilai thitung lebih besar  dari  pada nilai  ttabel6,066 > 1,661. 
Artinya, secara parsial pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh positif 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah. 
 
b. Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa peran konsultan pajak 
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan 
menengah. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikan 0,600 > 0,05, dan 
nilai thitung sebesar -0,527 < 1,661. Artinya, peran konsultan pajak 
berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak usaha mikro kecil dan menengah. 
 
4.10 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 















Berdasarkan tabel atas diperoleh nilai koefisien determinasi R Square sebesar 
0,275 atau (27,5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 
(pemahaman tentang tarif pajak dan peran konsultan pajak) mampu menjelaskan 
pengaruh variabel dependen (kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan 
menengah) sebesar 27,5%, dan sisanya 72,5% dipengaruhi oleh variabel lain 




a. Pemahaman Tentang Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM di KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu 
Hasil penelitian ini meunjukan bahwa pemahaman tentang tarif pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan 
menengah. Artinya jika pemahaman tentang tarif pajak semakin dipahami oleh 
wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun akan semakin 
meningkat. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Pasca Rizki Dwi 
Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad HusainiBerdasarkan yang 
menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara 
parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini juga didukung 
oleh teori kepatuhan dimana bisa menjadi tolak ukur dalam bidang perpajakan 
yang digunakan dalam hal pelaporan dan penerimaan pajak. Maka dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman tentang tarif pajak dapat dipahami oleh Wajib 
Pajak dikarenakan jika tingginya pemahaman tarif pajak yang dimiliki oleh 
Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat 
b. Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di 
KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran konsultan pajak tidak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan 
menengah. Artinya, peran konsultan pajak tidak memiliki pengaruh bagi 
kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah.Hasil penelitian ini 
didukung oleh prospect theory yang dikemukakan oleh Kahneman & Tversky 
(1979). Teori ini menyebutkan seseorang akan mencari informasi terlebih 
dahulu, dan kemudian akan dibuat beberapa decision frame atau konsep 
keputusan. Setelah konsep keputusan itu dibuat, maka seseorang akan 
mengambil keputusan.  Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,524a ,275 ,260 3,291572 
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penelitian yang dilakukan oleh Imam fauzhi, Srikandi Kumadji, dan Otto 
Budiharjo (2015) yang menyimpulkan bahwa peran konsultan pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
5. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu. Hal ini 
dikarenakan bahwa pemahaman tentang tarif pajak dapat dipahami oleh Wajib 
Pajak dikarenakan jika tingginya pemahaman tarif pajak yang dimiliki oleh 
Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat 
Peran konsultan pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak 
UMKM di KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu karena tingkat signifikan. Hal 
ini disebabkan Wajib Pajak merasa keberatan untuk menggunakan jasa konsultan 
pajak dikarenakan Wajib Pajak masih belum percaya kepada konsultan pajak 
dalam peran kinerjanya, dan ada juga Wajib Pajak yang melakukan kewajiban 
pajaknya sendiri 
Pemahaman tentang tarif pajak dan peran konsultan pajak mempengaruhi 
tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. 
Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak 
serta adanya bantuan yang diberikan oleh peran konsultan pajak yang dapat 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
 
5.1 Saran 
1. Bagi Pihak KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu penulis menyarankan agar 
Pihak KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak dengan meberikan sosialisasi perpajakan untuk masyarakat yang ada 
pada wilayah kerja KPP terutama untuk wajib pajak UMKM diwilayah kerja 
KPP Pratama dan terus meningkatkan pelayanan kepada wajiib pajak agar 
Wajib Pajak merasa nyaman daalam memenuhi kewajiban sebagai Wajib 
Pajak. 
2. Bagi Peran konsultan Pajak Penulis menyarankan agar konsultan 
pajak harus bisa memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak serta 
lebih meningkatkan kinerjanya 
3. Bagi peneliti selanjutnya Penulis menyarankan dalam penelitian 
selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian lainnya yang 
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